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ABSTRAK

Dewasa ini praktik poligami atau penikahan antara satu orang pria berstatus suami
dengan lebih dari satu orang wanita yang berstatus istri dalam waktu yang
bersamaan di Indonesia, masih sering menimbulkan permasalahan. Misal saja kasus
yang terjadi beberapa waktu lalu di Lamongan, di mana calon isteri kedua memaksa
sang pria (pemohon) untuk menikahinya. la tak mau menikah bila bukan
dengannya. Melalui Putusan Pengadilan Agaman Lamongan Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, kondisi tersebut kemudian dikabulkan di mata hukum.
Namun bila melihat berbagai sisi, ternyata ada beberapa syarat Perundang-
undangan yang belum dipenuhi. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif
analitis dan mengambil sumber secara sekunder, didapatkan bahwa putusan terkait
sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Hanya saja alasan yang diajukan pemohon
tidak sesuai dalam Undang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pasal 4 ayat (2)
Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 huruf a Jo. Daftar
Kompilasi atau Gabungan Hukum Islam Pasal 57. Yaitu, poligami hanya boleh
dilakukan jika Istri tidak bisa menjalankan kewajibannya, cacat badan atau
penyakit, dan dia tidak mampu memberikan keturunan.

Kata Kunci: Poligami
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A. LATAR BELAKANG
Pernikahan adalah sebuah anjuran Allah SWT yang berlaku umum
kepada makhluk ciptaan-Nya, bukan hanya manusia, tapi juga hewan dan

tumbuhan.
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“Wahai kaum manusia, jadilah dirimu bertakwa kepada Tuhan-
kalian yang sudah menciptakanmu dari seorang diri, dan dari diri itu Allah
menciptakan isterinya; dan dari diri dan isteri itu Allah memperkembang
biakkan para pria dan wanita dengan jumlah banyak. Dan jadilah bertakwa
pada Allah SWT yang mana kalian saling mohon satu dengan yang lain atas
nama Allah SWT, serta (pertahankanlah) tali silaturrahim. Sungguh Allah

SWT akan selalu menjaga dan memperhatikan dirimu. ”

Dalam Al-Qur’an dijelaskan bahwa tujuan perkawinan ialah supaya
terjadi ketentraman dan timbul rasa belas kasih. Yang telah dijelaskan dalam
Al-Quran Surat Ar-rum pada ayat 21, dimana Allah SWT menegaskan

dalam firmannya:
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“Dan dari banya tanda kekuasaan Allah SWT, Dia menciptakan

bagimu isteri-isteri untuk dinikahi dari sejenismu, agar kamu lebih
cenderung dan bisa tenteram bersamanya, dan dijadikan oleh Allah

diantara mereka perasaan cinta dan kasih. Sungguh dari hal tersebut

menjadi tanda kebesaran Allah untuk mereka yang berfikir”

Perkawinan yang diharapkan dalam islam adalah perkawinan yang
miitsaagon gholidhan artinya janji yang sangat kuat, karena hubungan
antara laki-laki dan perempuan yang telah melakukan Ugdah Nikah
merupakan hubungan yang sangat kuat sekali laksana simpul tali yang sukar

untuk diputuskan. Sehingga perkawinan yang diharapkan yaitu perkawinan
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yang sampai mati (satu perempuan dan satu laki-laki atau satu laki-laki dan
satu perempuan), tetapi dalam kenyataannya tidak menutup kemungkinan
ada seorang pria yang berstatus suami memiliki isteri yang jumlahnya tidak

hanya satu. Konsep ini dikenal dengan sebutan poligami.

Dalam Islam poligami diperbolehkan (mubah) seperti yang di

isyaratkan dalam QS An-nisa ayat 3
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“Dan jika dirimu takut kamu tidak akan mampu bersikap adil dalam
memberikan (hak-hak) perempuan yatim (jikalau dirimu melakukan
pernikahan dengannya), maka lakukanlah pernikahan dengan perempuan-
perempuan (lainnya) yang Engkau sukai: baik itu dua, tiga atau empat
orang. Lantas kalau dirimu merasa khawatir bahwa kamu tidak bakal
mampu berlaku adil, maka (kamu nikahilah) satu orang saja, ataukah para
budak yang kamu punyai. Karena yang hal tersebut sungguh lebih dekat

pada yang bukan perbuatan aniaya”

Hadirnya agama Islam bersama ayat tentang poligami, bukan
sebagai penghapus praktik berpoligami, melainkan Islam ini memberikan
batasan kapan poligami dibolehkan yaitu hanya maksimal empat orang isteri
dengan persyaratan yang sulit seperti kewajiban untuk berlaku adil pada

semua isterinya.

Pasalnya dengan berpoligami, akan timbul permasalahan yang
mungkin terjadi, apalagi saat ini masyarakat banyak yang melakukan
poligami dengan atau tanpa sepengetahuan dan izin isteri pertama atau isteri

sebelumnya.

Praktik di masyarakat, terdapat beberapa kasus poligami yang
dilakukan tanpa izin atau persetujuan isteri pertama, seperti pada kasus
komedian Indonesia bernama Wildan Delta atau lebih dikenal dengan

Kiwil. Belum lama setelah bercerai dengan isteri keduanya, Kiwil
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melangsungkan nikah siri dengan wanita bernama Eva Bellisima pada 8
November 2020. Rochimah, istri pertama Kiwil dikabarkan tak tahu tentang
pernikahan suaminya. Kendati demikian, dia menyebut, Kiwil memang tak
memerlukan izin istri pertama untuk menikah kembali. “Kalau laki-laki kan
lebih gampang (untuk menikah lagi). Dia tak perlu izin istri pertama untuk

menikah kembali.”

Selain kasus tersebut, ada juga perkawinan yang dilakukan dengan
izin isteri seperti pada putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg seorang
suami yang melakukan poligami sudah meminta izin kepada isterinya.
Hanya saja izin untuk menikah lagi (poligami) dirasakan cukup unik karena
alasan untuk menikah lagi (poligami) yaitu karena calon isteri kedua tidak

ingin menikah jika tidak menikah dengan Pemohon.

Berdasarkan penjelasan latar permasalahan yang disebutkan
sebelumnya maka bentuk masalah penelitian yang ditentukan adalah
sebagai berikut: Mengapa Hakim memberikan izin terhadap permohonan

poligami yang tidak memenuhi syarat menurut Perundang-Undangan?

B. Metode Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek dari riset ini merupakan putusan Pengadilan Agama
Lamongan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

2. Data dan Sumber Data

Adapun data yang jadi sebuah acuan dalam suatu penelitian
dibedakan menjadi 2 (dua) tipe yakni tipe data primer serta tipe
data sekunder. Perbedaannya ialah sumber informasi berupa data
yang didapatkan baik secara langsung atau tidak langsung (dari
daftar pustaka atau jurnal yang ada).

Sumber data dari data sekunder ini meliputi:

1) Naskah Bahan Hukum Primer
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Naskah bahan/materi hukum primer yang dijadikan
sumber di studi ini memiliki kekuatan hukum yang
bersifat mengikat, meliputi perundang-undangan dan
peraturan lain yang berkenaan dengan masalah yang
menjadi pembahasan studi ini, ialah sebagai berikut:
a) Undang-Undang Nomor 1 di Tahun 1974 perihal
Perkawinan
b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang
Pelaksaan Undang-Undang Nomor 1 di Tahun
1974 Perihal Perkawinan
¢) Kompilasi atau Gabungan Hukum Islam
2) Materi Hukum Sekunder
Penulis akan memakai buku ataupun buku elektronik
lainnya yang memiliki kaitan dengan studi ini

sebagai bahan hokum sekunder.

Teknik Pengumpulan Data

Studi kepustakaan menjadi teknik pengumpulan data yang
dilakukan oleh penulis dengan mengunjungi beberapa lokasi seperti
Perpustakaan Nasional Indonesia di Jakarta, Perpustakaan yang ada
Fakultas Hukum Trisakti, serta melakukan akses data secara online.

Analisis Data

Untuk mengetahui hasil penelitian, maka data yang diperoleh
lalu dianalisis dengan metode kualitatif, yang mana data berupa
informasi yang didapatkan akan diatur secara sistematis. Adapun
bahan yang menjadi objek untuk dianalisis merupakan hasil Putusan
Pengadilan Agama Lamongan yang bermomor

0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg mengenai pemberian izin poligami.
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5. Cara Penarikan Kesimpulan

Cara penarikan kesimpulan untuk mengetahui hasil riset ini
adalah dengan cara metode deduktif, metode ini dilakukan dengan
menganalisis ketentuan umum berdasarkan sumber hukum di
Indonesia terkait pemberian izin poligami dalam suatu putusan
kemudian dari pada uraian tersebut ditarik keadaan yang bersifat
khusus yang mengarah kepada pokok permasalahan yang ada di riset
ini yakni tentang Putusan Pengadilan Agama Lamongan Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg.

C. HASIL PENELITIAN

Pada Putusan Nomor 0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg, terdapat Pemohon
dan Termohon. Tanggal 18 Januari 2006 telah dilangsungkannya
pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang mana Petugas dari
Kantor Urusan Agama (KUA) vyaitu seorang petugas Pegawai Pencatat
Nikah dari Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan melakukan pencatatan
nikah (Kutipan Akta Nikah Nomor 45/45/1/2006 tanggal 18 Januari 2006).
Setelah 12 tahun, Pemohon ingin melakukan poligami atau pernikahan
dengan wanita lain yang dikenal dengan nama Xxx. Maksud dan tujuan
Pemohon untuk menikah lagi (Poligami) karena calon isteri kedua tidak
ingin menikah bila tidak dengan Pemohon, dan juga khawatir akan
melanggar peraturan agama dengan perbuatan yang tidak pantas.

Selanjutnya Pemohon serta Termohon sudah menghadirkan masing-
masing Saksi sendiri yang selanjutnya diberi nama SAKSI 1 dan SAKSI 2.
Berdasarkan penjelasan dari Saksi 1 dan Saksi 2 didapatkan informasi

penting antara lain:
a. Saksi menyatakan ia mengenal Pemohon dan Termohon.

b. Saksi juga tahu kalau Pemohon punya keinginan untuk berpoligami atau

menikah lagi dengan wanita lain.
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c. Saksi telah tahu bahwa antara Termohon dan perempuan Calon Istri
Kedua Pemohon sudah sering bertemu dan Termohon sudah
memberikan persetujuannya mengenai hubungan antara Pemohon dan

perempuan yang jadi Calon Istri Kedua Pemohon.
Hasil Putusan Hakim:
1. Menerima isi permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk dapat menikah lagi

dengan calon istri yang kedua yang bernama (Termohon);
3. Menetapkan harta-harta berupa :

- 1 (satu) buah Motor dengan Merk Honda Type GL 200 R berwarna
Hitam keluaran 2013 dengan surat-surat atas nama Sukarto dengan
Nopol: L 5812 YW;

- 1 (satu) buah Motor Merk Honda Type F1C02N28L0 AT yang
berwarna Merah Hitam di Tahun 2017 atas nama Supriono dengan
Nopol : S 6979 MK; yang menjadi harta bersama Pemohon dan

Termohon;

. PEMBAHASAN

Berdasarkan informasi putusan dengan Nomor
0743/Pdt.G/2018/PA.Lmg Hakim memutus putusan tersebut karena
khawatir Pemohon dapat tergoda untuk melakukan kegiatan yang
melanggar norma agama, serta perempuan yang menjadi Kandidat Istri
Kedua si Pemohon menyatakan kalau dia tidak mau menikah kalau bukan
dengan Pemohon. Meski dalam kasus ini, Pemohon telah menyatakan
bahwa keinginan dan tujuan dia dalam melakukan nikah kembali hanya
karena merasa khawatir dengan pelanggaran aturan agama serta si calon istri
kedua dari Pemohon menyatakan bahwa dia tidak mau menikah kalau tidak

dengan pemohon.
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Berdasarkan hal tersebut penulis merasa bahwa pertimbangan yang
dijadikan landasan tidak pas dengan aturan dalam Undang-undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Pasal 4 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Pasal 41 huruf a Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 57. Meskipun
dalam isi permohonan, Pemohon sudah mendapat izin dari Termohon untuk

menikah lagi yang dilengkapi bukti lampiran surat pernyataan Termohon.

Di sisi lain, Hakim menerangkan tentang Pemohon yang dianggap
akan mampu bersikap adil baik kepada istri-istrinya dan juga anak-anaknya.
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 41 Jo. Pasal 55 dan Pasal
58 huruf b dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam telah sesuai aturan serta
permintaan mendapatkan izin untuk berpoligami dapat dikabulkan sesuai

dengan pandangan Majelis Hakim.

Saat mengambil keputusan untuk satu kasus, Hakim perlu dan wajib
menjadikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai referensi.
Olehnya itu penulis sangat sepakat dengan Hakim yang menjadikan dasar
hukum tersebut, hal tersebut karena Hakim harus menimba hukum untuk
menegakkan keadilan dimanapun semua aparat hukum yang terkait,
bersikap dan berperilaku adil dengan memberikan hak orang lain yang
menjadi miliknya, serta memastikan bahwa semua orang yang diproses
dalam hukum akan memiliki kedudukan yang sama atau dikenal juga

dengan nama asa equality before the law.

E. PENUTUP
1. Kesimpulan
Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara yang
berlandaskan Pasal 41 Permen No. 9 di Tahun 1975 Jo. Pasal 55 ayat
(2), Pasal 58 ayat ayat (1) huruf a dan Pasal 58 ayat (2) dalam
Kompilasi atau Kumpulan Hukum agama Islam telah sudah
memenuhi dan akhirnya permohonan untuk izin menikah lagi atau

poligami tersebut akhirnya dikabulkan.
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Namun bila mengacu pada Undang-undang Nomor 1 yang
dikeluarkan tahun 1974 tentang Pasal 4 ayat (2) Jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang ada di Pasal 41 huruf a Jo.
Kompilasi/Kumpulan Hukum Islam Pasal 57, ada ketidaksesuaian
pemberian permohonan izin poligami.

Seyogyanya, hakim hanya boleh memberi izin berpoligami
apabila isteri sudah tidak mampu melaksanakan kewajibannya,
mengalami cacat tubuh, ataukah sedang mengalami sakit yang
permanen tanpa bisa sembuh lagi, serta tidak bisa melahirkan

keturunan

. Saran

Hakim yang akan mengabulkan suatu perkara sebaiknya
melihat ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Karena kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat Indonesia,
belum menjamin seseorang tersebut akan melaksanakan aturan yang

sudah ditetapkan.
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